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EVALUASI TUGAS CAMAT DALAM PENANGGULANGAN PENYAKIT
MASYARAKAT DI KECAMATAN PANGKALAN LESUNG
KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK
OLEH : YUHENDRI
Kata Kunci : Evaluasi, Tugas, Prostitusi

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai tugas camat
yang berada diwilayah kecamatan merupakan upaya meningkatkan kenyamanan
bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah pada Pasal 50 Mengoordinasikan
upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu
dalam pelaksanaan kebijakan tugas camat harus mengoptimalkan Efektivitas,
Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan. Pelaksanaan tugas
camat dalam.-penanganan penyakit masyarakat prostitusi diharapkan dapat
terlaksana dengan baik dengan melakukan pengawasan sampai dengan pemberian
sanksi hukum yang tegas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis
Pelaksanaan Tugas Camat Dalan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di
Kecamatan Pangkalan Lesung serta mengetahui hambatan-hambatan dalam Tugas
Camat Dalan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan
Lesung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :
sumbangan pikiran dalam rangka.mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya
dibidang ilmu sosial dan politik*serta’ acuan untuk meningkatkan tugas camat
dalam menanggulangi penyakit masyarakat prostitusi di Kecamatan Pangkalan
Lesung. Hasil penelitian yang dilakukan Kecamatan Pangkalan Lesung melalui
enam indikator berada pada katagori” Cukup Baik “ dengan nilai 26 atau
persentase 58%. Namun penulis menyarankan kepada camat agar lebih
meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi penyakit masyarakat prostitusi di
Kecamatan Pangkalan Lesung serta dapat memberikan sanksi dan penutupan
terhadap portitusi yang ada agar terciptanya kenyamanan terhadap masyarakat.
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EVALUATION OF CAMAT ASSIGNMENT IN DISEASE OF
COMMUNITY DISEASE IN SUB DISTRICT DISTRICT LESUNG
DISTRICT OF PELALAWAN

ABSTRAC
BY : YUHENDRI
Keywords: Evaluation, Duty, Prostitution

Implementation of .public’ order and-peace»as the duty ofthe subdistrict
sub-district issan effort.1o improve the comfort for the.community. Based on the
Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 18 Year 2016
Regarding Regional Tools in Article 50 Coordinating the efforts of the
administration of peace and public order. Therefore, in the implementation of the
policy of the duty of the sub-leader must optimize Effectiveness, Efficiency,
Adequacy, Alignment, Responsiveness, Accuracy. Implementation of duty camat
in handling prestitution public disease expected to be executed properly by doing
supervision until giving strict legal sanction. The purpose of this study is to
analyze the Implementation of Duties of Camat in Disease Control Society in
Pangkalan Lesung Subdistrict and to know the obstacles in Task of Dalan Sub-
District of Handling of Community Disease in Sub District of Pangkalan Lesung.
The results of“this study are expected to provide benefits as follows: the
contribution of the mind in order to develop science, especially in the field of
social and political sciencestand reference (to' improve the duty of camat in
tackling disease prostitution in ‘Pangkalan “Lesung. The results of the study
conducted by Pangkalan Lesung Subdistrict through six indicators are in the
category of "Good Enough™ with a value of 26 or percentage of 58%. However
the authors suggest to the head of sub-district to further improve its performance
in tackling the disease of prostitution community in Pangkalan Lesung sub-district
and can give sanction and closing to the existing portitution in order to create the
comfort to society.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dibentuknya pemerintah.adalah untuk-menjaga suatu system
ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupan secara wajar. Sistem
Pemerintah Negara Kesatuan.Republik:Indonesia menurut Undang-undang Dasar
1945 memberi keluasan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi Daerah.
Dalam menyelenggarakan otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih
menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan
dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keaneka ragaman Daerah. Oleh
karena penyelenggara otonomi Daerah adalah dengan memberikan kewenangan
yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proposional.

Dalam ‘penyelenggaraan pemerintahan . di Negara ‘Republik Indonesia
untuk mempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi dalam Daerah besar dan kecil. Sebagai mana yang terdapat dalam undang-
undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi- atas. Daerah-Daerah provinsi dan Daerah-Daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan
kota itu mempunyai pemerintah Daerah yang diatur dengan undang-undang.

Dibentuk dan disusun Daerah provinsi, Daerah kabupaten dan Daerah kota
yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

Pendidikan;

a
b. Kesehatan;
c
d

e.
f.

@j tahan Daerah,
Pasal 209 ta terdiri atas
secretariat Daeré ¢ .. ' | Spe ' I Jlan, dan Kecamatan
Kecamatan tida i me e ) .“'.: h Kk saan pemerintahan,
melainkan sebagai satua arji an, status Kecamatan kini
merupakan dasal 224 bahwa
Kecamatan dip sebut camat yang
berada di kota melalui
sekretaris Daerah meliputi atas pimpinan
kepolisian dan pimpinan kewila ional Indonesia di Kecamatan.

Implementasi kebijakan otonomi Daerah tersebut mendorong terjadinya
perubahan secara structural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan
penyelenggaraan pemerintahan Daerah, salah satu perubahan yang sangat esensial
adalah yang berkenan dengan kedudukan, kewenangan, tugas Camat. Kedudukan
Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah Kecamatan dan sebagai

alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

beralih menjadi perangkat Daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi
Daerah dan penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014. Pada pasal 225 ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tertuang

an dalam Peraturan

dan ketertiban

d. dan Peraturan
e. ana pelayanan umum;
f.  Mengoordinasikan elenggaraan egi pemerintahan  yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain
dan/atau kelurahan;

h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan

Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
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i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Salah satu Kecamatan yang diberi tugas menyelenggarakan unsur-unsur

tugas cam
kenyamana permasalahan
yang cende camat dalam
melaksana | 2 a emiliki c am  mengatasinya

a kaum muda

Penyakit Masyarakat Prostitusi di kabupaten Pelalawan telah ditemui
menjamur di Kecamatan, akan tetapi dari 12 Kecamatan di Kabupaten Pelalawan
salah satunya Kecamatan yang paling banyak ditemui usaha yang berkedok
Prostitusi antara lain Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.
Penyakit masyarakat yang terjadi saat ini mungkin tidak akan pernah berakhir

sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat.



Maraknya panti pijat atau café remang-remang yang diduga menjadi ajang praktik
prostitusi terselubung kian meresahkan warga setempat dimana diketahui
Prostitusi hampir berlangsung di semua wilayah.

Dalam penelitian ini...penulis _memfokuskan “tugas camat dalam
penanggulangan panyakit masyarakat yaitu Prostitusi di Kecamatan Pangkalan
Lesung Kabupaten Pelalawan.

Prostitusi merupakan fenomena sosial yang senantiasa hadir dan
berkembang disetiap putaran roda zaman dan keadaan. Keberadaan pelacuran
tidak pernah selesai dikupas, apalagi dihapuskan. Walaupun demikian, dunia
pelacuran setidaknya bisa mengungkapkan banyak hal tentang sisi gelap
kehidupan manusia, tidak hanya menyangkut hubungan kelamin dan mereka yang
terlibat di dalamnya, tetapi juga pihak-pihak yang secara sembunyi-sembunyi ikut
menikmati dan-mengambil keutungan dari keberadaan pelacuran.

Maraknya Prostitusi keberadaan Prostitusi yang menjadi kerisauan dan
meresahkan masyarakat, masih maraknya praktek prostitusi baik terselubung
maupun terang-terangan, perjudian, minuman beralkohol, kenakalan remaja dan
lainnya. Sehingga menyebabkan banyaknya keluarga yang terpecah belah, karena
ada suami yang tidak pulang ke rumah akibat tergiur layanan wanita di kafe
remang-remang ini. Dengan semakin parahnya kerusakan moral dan akhlak ini,
untuk itu kita mendesak aparat yang terkait untuk memberantas pekat dan
keberadaan kafe remang-remang yang kian menjamur dikabupaten Pelalawan ini.
Dan bila perlu proses secara hukum penyedia tempat maksiat ini, karena salah

satu cara untuk memberantas pekat ini hanya dengan memenjarakan para



penyedia lahan atau tempat maksiat tersebut. Sehingga dengan begitu maka hal ini
akan menimbulkan efek jera bagi para penyedia tempat maksiat lainnya karena
telah merusak moral generasi penerus bangsa khususnya kabupaten Pelalawan.

Mencegah« penyakit masyarakat yang terjadi akhir-akhir di tengah
masyarakat perlu pemerintah lebih maksimal dalam menangani Prostitusi ini
dengan tujuan agar terciptanya !tertib /dan; ketentraman masyarakat dimana
pemerintah harus lebih peduli dengan keberadaan warung remang-remang yang
menjadi penyakit masyarakat terutama di Kecamatan Pangkalan Lesung.

Ekonomi masyarakat digerakan oleh keberadaan industri kayu tersebut.
Ekonomi di sepanjang jalan Lintas Tmur pun ikut tergerak, mulai warung
makanan, sampai tambal ban ikut menggeliat. Ternyata, geliat-ekonomi tersebut
memberikan dampak sosial yang buruk. Hal itu ditandai dengan berdirinya
beberapa lokalisasi prostitusi. Satu di antaranya yang paling terkenal adalah
lokalisasi yang ada di Desa Pesaguan rumah menjadi bukti tempat prostitusi
terselubung dipinggiran jalan lintas timur, yang berada di Kecamatan Pangkalan
Lesung, di sekitar jalan Lintas Timur, pelanggan utamanya para supir truk, dan
tentu saja ada juga masyarakat sekitar yangjadi pelanggan.

Kemunculan lokalisasi prostitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung
meresahkan, lantaran jumlahnya terus bertambah, keberadaannya bisa dibilang
sudah menjadi penyakit masyarakat dalam arti yang sesungguhnya. Ibarat
penyakit mereka sudah seperti jamur. Sama sekali tidak enak dilihat dan

keberadaannya tampak jelas di depan mata.
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Sebagai unsur penanganan Portitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung
telah memberikan sosialisasi terkait larangan berdirinya Portitusi di wilaya

Kecamatan Pangkalan Lesung. Penanggulangan prostitusi Camat bersama denga

penangana

penangann

Nomor 03

b. Homosex.
c. Lesbhian.
d. Sodomi.

e. Penyimpangan seksual lainnya.
f. Gelandangan dan pengemis.

g. Waria.
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Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 1 poin (a) sampai (d) adalah sebagai
berikut ini;

1. Setiap orang dilarang :

dengan berkoordinasi dengan I Pamong Praja dan Kepolisian
setempat bersama dalam melakukan penanggulangan penyakit masyarakat
prostitusi, adapun bentuk koordinasi yang terjalin melalui pemberitahuan camat
terhadap Satpol dan diikut sertakan Polisi dalam pengamanan apabila terjadinya
tindak kerusuhan yang dilakukan pemilik portitusi.

Kabupaten Pelalawan sebagai pelaksana ketertiban yang didasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang
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Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pelalawan, dimana Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas

menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah dibidang ketentraman dan

Pangkalan
Lesung o
Tabel 1.1
No
1

Tahun ?
1 yan
2 \gka

P
3 var

L
4 b

=
Tahun | 2015
1 aya
2
3
4
Tahun
1 1
2 3
3 Rawang Sari 3
4 Tanjung Kunyo 3
5 Sari Makmur Cafe 2

Jumlah 12

Sumber : Kantor Camat Pangkalan Lesung, 2017

Berdasarkan penjelasan diatas dimana diketahui jumlah tempat Prostitusi
Kecamatan Pangkalan Lesung yang bermoduskan cafe dan tempat penginapan
tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Dimana pada tahun 2014 lokasi Prostitusi

sebanyak 6 lokalisasi, tahun 2015 8 lokalisasi, dan tahun 2016 sebanyak 12
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lokalisasi. Hal ini perlunya pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui koordinasi
Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Prostitusi agar tidak meresahkan

masyarakat.

penertiban Prostitusi

bertujuan
terjadinya lokasi
Prostitusi. lah fenomena

1. Diindikasikan bahw:e ' aan penertiban

aten Pelalawan

di Desa Kecamatan Pangkalan Lesung sebanyak 26 lokasi, hal ini yang
disebabkan Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak turun langsung dalam
mengawasi dan memberikan sanksi yang kuat terhadap pemiliki lokasi
Prostitusi, sehingga lokasi Prostitusi berdiri begitu saja.

2. Diindikasikan bahwa camat belum menerapkan sosialisasi, sanksi tegas

terhadap kepemilikan Prostitusi yang bertujuan agar masyarakat
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memahami usaha yang dibuka tidak mengarah terhadap penyakit
masyarakat agar terciptanya tertib lingkungan bersih dari maksiat.

3. Diindikasikan masih terbatasnya kemampuan camat dalam penertiban

maka penulis

dalam bentuk

di atas, maka
penulis dapa : 2rma eneliti ini adalah

Penanggulangan

C. Tujuan dan Kegunaan Pe
Ada tujuan penelitian yakni :
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari hasil penelitian yang hendak dicapai adalah :
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan

Penyakit Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lesung
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b. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Camat dalam

Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lesung

2. Kegunaan Penelitié
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BAB Il
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

(2005;20) ‘mer " ora , e erintah, dan
pemerintah bera ata : ~ yaitu : ada dua

pihak terk pihak ters ngan, pihak yang

memerinta

mengatakan bahwa maksudnya ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu
yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu
disusun dan difungsikan, baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.
Menurut Ndraha (2005:34) ilmu pemrintahan adalah ilmu yang

mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap



orang akan jasa publk dan layanan sivil dalam hubungan pemerintahan (sehingga
dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sedarmayanti (2004: 11) menyatakan terselenggaranya good governance
merupakan prasyarat. bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan apresiasi
masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka
itu diperlukan pengembangan.danpenerapan; sistem pertanggung jawaban yang
tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat
berlansung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab,
serta bebas dari (KKN) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ndraha (2005: 141) mendefenisikan pemerintahan, Yyaitu proses cara
perbuatan, pemerintah. Selanjutnya Ndraha juga mengatakan (2007: 2004)
Pemerintahan (Government) adalah pelaku Sub Kultur Kekuasaan (SKK) dan
hanya salah satu di antarasketiga sub kultur masyarakat, tanpa ada sub kultur
lainnya tidak terjadi pemerintahan, tanpa SKE dan SKP yang terjadi adalah unjuk
kekuatan, pemaksaan, aksi kekerasan, kesewenang-wenangan, dan penindasan
SKK terhadap dua sub kultur lainnya.

Menurut lver dalam-Syafiie (2005:.22) Pemerintah adalah sebagai suatu
organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia
itu bisa diperintah. Apabila ditinjau dari defenisi pemerintahan, Syafiie (2005: 20)
mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling
sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsure, yaitu ada dua pihak yang
terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang

memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.
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Kemudian Budiarjo (2008: 21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah
segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan

kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah

negara te < 1S s ilmu politik

adalah eQz , keputusan

masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi
keberadaan mereka.

4) Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam
bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non
pemerintah atau yang lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.

5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
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6) Menetapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat
luas.

7) Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan

pemerintah
pemerintah
tersebut diharap Na - d aya Negara, baik
oleh setia 2gara ma etiap komponen
pemerintahs :

Ndraha+(2005;3¢ ah ¢ a bz atall organisasi yang

berfungsi meme an arakat, sedangkan

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997;13)
antara lain:

1. Menjamin keamanan dari segala ancaman baik dari luar negeri maupun
dalam negeri.

2. Memilihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar
masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam
masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan status
apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.



o

Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang
yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.

Melakukan upayah-upayah untuk kesejahtraan sosial.

Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.

Selain itus dalam Undang-Undang..Nomor 32 ‘tahun 2004 tentang

pemerintah Daerah disebukan bahwa dalam menjalankan pemerintahan disebut

azas pemerintahan agar berjalan sesuaitujuan di bentuknya Negara, yaitu:

1.

2.

Azas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada pemerintah Daerah untuk mengurus urusan yang ada di Daerah.
Azas dekosentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat
kepada aparat pemerintah pusat yang ada di Daerah untuk melaksanakan
tugas pemerintah pusat di Daerah. dengan kata lain, dekonsentrasi adalah
perpanjangan tangan pemerintah pusat di Daerah

Tugas pembantu adalah azas untuk turut sertanya pemerintah Daerah
bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan
kepada pemerintah Daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah Daerah
tingkat atasnya dengan. kewajiban. mempertanggung jawabkan kepada
yang menugaskannya.

Selanjutnya menurut, Musanef (dalam, Syafiie, 2007;32) mengatakan

bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

a.

Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki
unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-
dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas
itu, atau

Suatu ilmu yang menyelidiki*bagaimana cara orang yang terbaik dari
setiap dinas umum sebagal suatu Kkebulatan yang menyelidiki secara
sistematis  problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi
pengawasan kedalam dan keluar, atau

Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya
hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian
rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara
pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar
terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien
dalam pemerintahan, atau

Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam
arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang
menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode
bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.
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Kemudian Braz (dalam Syafiie, 2005;35) mengatakan bahwa ilmu
pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana lembaga atau
dinas pemerintahan

m disusun dan difungsika secara internal maupun

sat maupun
Daerah Jali berbagai
kepentingan wa egara da 0 1pok ko ‘ g ada dalam
memberika ayanan publik,

pembagun ekonomi dan

memberi pe

Evaluasi merupakan suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu
program yang telah dilakukan dan akan digunakan untuk meramalkan,
memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program kedepannya agar
jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat kedepan dari pada melihat

kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditunjukkan pada upaya peningkatan



kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu
adalah perbaikan atau penyempurnaan dimasa mendatang atas suatu program.

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana
penilaian itu ditunjukkan pada.orang yang.lebih tinggi atau yang lebih tahu
kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang
lebih rendah keahliannya. Evaluasi‘adalah suatu proses penelitian positif dan
negatif atau juga gabungan dari keduannya.

Menurut Jones evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk
menimbang manfaat program dalam spesifikasi kriteria a, teknik pengukuran,
metode analisis dan bentuk rekomendasi.

Lebih jauh lagi, evaluasi berusaha mengidentifikasikan mengenai apa yang
sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan atau penerapan program. Dengan
demikian evaluasi bertujuanuntuk:

1. Mengidentifikasikan tingkat pencapaian tujuan

2. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran

3. Mengetahui dan menganalisa konsekuensi-konsekuensi lain yang mungki
terjadi di luar sesial.

Hal ini dapat diartikan sebagai proses penilaian terhadap pentingnya suatu
pelayanan sosial. Penilaian ini dibuat dengan.cara membandingkan berbagai bukti
yang berkaitan dengan program yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
dan bagaimana seharusnya program tersebut harus dibuat dan di implementasikan.

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Wahad (2002;102) menjelaskan
sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (output), hasil

(outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena

itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan



penyususnan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi

1. Sosial masukan
2. Sosial keluaran
3. Sosial hasil
a. Jenis-jenis Evaluasi
Jika dilihat dari pentahapannya, Wahab (2004;3)secara umum evaluasi
dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan
Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka
mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai
macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang
telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat
dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam
kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan
prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda
menurut hakekat dan permasalahannya 'sendiri.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan
Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa
untuk mentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana.
Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan
monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang
ingin dicapai sudah tepat .dan bahwa program tersebut direncanakan untuk
dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat
pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana
tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat
sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan
tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan
memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan
Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakan letak
pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak
pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan
pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan



rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan
tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

b. Proses Evaluasi

Proses dalam.program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena

itu proses_pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi

program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan

suatu evaluasi terhadap ‘suatu program justru memunculkan ketidak jelasan fungsi

evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk

evaluasi.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu

diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas

evaluasi, Dunn (2000;8) antara lain :

1.

Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang
menerima tugas harus jelas

Pengertian_ dan konotasi Yyang “sering tersirat dalam evaluasi adalah
mencari kesalahan harus dihindari

Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam
pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis
program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas
dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah
dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.

Tim yang melakukan evaluasi-adalah pemberi saran atau nasehat kepada
menejemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat
keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan
manajemen program.

Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau
penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena
menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan
program.

Hendaknya hubungan dengan prosess harus di dasari oleh suasana
konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif.



Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program
yang sangat penting dalam siklus menejemen program.

c. Fungsi Evaluasi
Evaluasi memiliki..tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan Wahad,
(2004;51), yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai
kinerja kebijakan, yaitu seberapa ‘jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan
yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi
mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu
telah dicapai.

2. Evaluasi memberi sumbangan pada Klarifikasi dan kritik terhadap nilai-
nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan
mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.

3. Evaluasic memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis
kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.
Imformasi tentang tidak memadai Kinerja kebijakan yang dapat memberi
sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yangitelah dikemukakan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan
olen seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program.
Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai
oleh program tersebut.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih
berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri (William N Dunn,
2000;8) yaitu :

1. Measurement, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan
untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau
data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada priode tertentu
dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relavan.



2.

3.

Test, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan
atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku,
potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
Assessment, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut
menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

d. Konsep Evaluasi

Ndraha (2005;97) mengatakan evaluasi merupakan suatu tindakan atau

peroses untuk menentukan “nilai dari _pada’‘sesuatu, menurut mereka dalam

melakukan ewvaluasi diperlukan pengukuran suatu tindakan atau peroses untuk

menentukan luas dari pada sesuatu. Evaluasi diketahui merupakan suatu proses

yang mendasarkan dari pada dsiplin ketat dan tahap waktu, maka untuk dapat

mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang direncanakan. Dengan

mengevaluasi dapat mengetahui kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Dengan evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan

penyelenggara pelayanan pemerintah.

Mulyadi (2016;85) Dalam melakukan evaluasi dengan menentukan nilai-

nilai ada beberapa faktor pendukung kegiatan penilaian tersebut diantaranya :

N

Terciptanya sasaran yang tepat untuk dicapai

Tersedianya dana, dan prasarana yang diperfukan.

Pengetahuan dan keterampilan majerial tinggi dari pelaksanaan berbagai
kegiatan operasional.

Loyalitas, dedikasi dan semangat kerja tinggi dari pada pelaksanaan
berbagai kegiatan operasional.

Terciptanya rincian strategi bidang fungsional dan operasional dikaitkan
dengan tujuan dan visi,misi sasaran jangka panjang.

Ndraha (2005;102) juga mengatakan evaluasi merupakan proses

perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha juga

mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :
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1. Model before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah
sesuatu tindakan (pelaku,tretment) tolak ukur adalah before
2. Model kelompok das solen-das sein yaitu perbandingan antara yang
seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur das solen.
Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok .tes yaitu membandingkan
: kelompok  tes

<7
X o

ARy

Ketepatan

Lingkung

e S L LY

gunan, pelayanan

untuk  mendeskripsikan

menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan
permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses
yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan
sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat

alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa

menyederhanakan terlebih dahulu.



Menurut Dunn (2000;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu
informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik
dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan
kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau
instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan
suatu kebijakan.

2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakn‘penilaian yang diperoleh dari
beberapa usulan yang ada.

3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki
badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan
kebijakan.

4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang
dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman,
pegangan, atau. petunjuk bagi-setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga
tercapai kelencaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan
cristine, 2008;190)

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003;3) menyatakan bahwa
“Public policies ‘are .thase policies developed by.governmental bodies and
officials . Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian pemerintah selalu"mempunyai tujuan tertentu atau merupakan
tindakan yang berorientasi pada tujuan

2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-
pejabat pemerintah

3. Kebiijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah,
jadi bukan merupakn apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan
pemerintah untuk melakukan sesuatu.

4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2005;150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai

dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatiakan
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desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan,
hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan

lain-lain yang mempengaruhi public polic, bukan sebaliknya, mementingkan

langkah u

memungki
Tan
merupakan

tersendiri dé

Selanjutnya dalam menilai pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dilakukan
pengawasan, sehingga pengawasan dapat diartikan meliputi, mengawasi berjalan
dan dilaksanakannya rencana, memberikan pandangan berdasarkan standar yang
telah ditetapkan. Dengan demikian pengawasan adalah suatu proses untuk

menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan
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mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana

semula.

4. Asas Dekonsentrasiidan Asas Tugas Pembantuan.dalam Penyelenggaraan

dan tugas

karena tidak

kedudukannya sebi ilayah -admini i kan kewenangan
pemerintahan al_wakil pemerintah di
wilayah provinsi. Gube epals nsi berfungsi pula selaku
wakil Pemerintah di era pengert untuk menjembatani dan
memperpendek rentang kenda aan tugas dan fungsi Pemerintah
termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan di Daerah kabupaten dan kota. David Osborne (2004;186) Dasar
pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu :

a. terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi

kesenjangan antar Daerah;
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c. terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan
antarpemerintahan di Daerah;

d. teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial

prosedur penugasa 1 kepada ; at esa, dari pemerintah
provinsi kepada kabupate 2 ari  pemerintah

kabupaten/kota kepada desa Uk me gara emerintahan dan

dekonsentrasi. Pemberian tugas pemban tuan dimaksudkan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan  pemerintahan, pengelolaan
pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah
memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu
penyelenggaraan pemerintahan, dan pengem bangan pembangunan bagi Daerah

dan desa.



Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah
dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila
dilaksanakan oleh Daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas
pembantuan yang-diberikan oleh_pemerintah-provinsi sebagai Daerah otonom
kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi,
antara lain dalam bidang pemerintahan yangsbersifat lintas kabupaten dan kota,
serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga
sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh
kabupaten dan kota.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada
desa mencakup-sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang
menjadi wewenang kabupaten/kota. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana
diuraikan tersebut di_ atas,,memberikan konsekuensi terhadap pengaturan
pendanaan. Semwua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi
kewenangan pemerintah Daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN
melalui  bagian anggaran = kementerian/lembaga. Pengaturan pendanaan
kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian
urusanpemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas
dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada
Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang
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menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan

Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas

penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

mber daya

raikan di atas,
an dana tugas

n secara lebih

a. pelimpahan urusan pemerintahan;

b. tata cara pelimpahan;

c. tatacara penyelenggaraan; dan

d. tata cara penarikan pelimpahan.
Pengelolaan dana dekonsentrasi dalam Pasal 8 PP 7/2008 meliputi:

1) prinsip pendanaan;
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2) perencanaan dan penganggaran;

3) penyaluran dan pelaksanaan; dan

4) pengelolaan barang milik negara hasil pelaksanaan dekonsentrasi.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tugas pembantuan dalam Pasal 8 PP 7/2008
meliputi:
a. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
b. pengelolaan dana tugas pembantuan.
Pelimpahan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan dekonsentrasi

berdasarkan Pasal 11 PP 7/2008 meliputi: (1) Pelimpahan sebagian urusan



pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. (2) Selain dilimpahkan kepada
gubernur, sebagian urusan pemerintahandapat pula dilimpahkan kepada: (a)
instansi vertikal; (b) pejabat Pemerintah di Daerah. Jangkauan pelayanan atas
penyelenggaraan.~sebagian urusan pemerintahan yang.. dilimpahkan dapat

melampaui satu wilayah administrasi pemerintahan provinsi.

5. Pembentukan Kecamatan
Pembentukan Kecamatan diataur pada pasal 222 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputr :

(1) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 221 ayat (1) harus
memenuhi  persyaratan dasar, persyaratan _teknis, dan persyaratan
administratif.

(2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. jumlah penduduk minimal,

b. luas wilayah minimal;

c. jJumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; dan
d. usia minimal Kecamatan.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kemampuan keuangan Daerah;
b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
c. persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi
kelurahan atau nama lain‘di Kecamatan induk; dan
b. kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi

kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.

Kecamatan diklasifikasikan diatur pada pasal Pasal 223 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan :
(1) Kecamatan diklasifikasikan atas :
a. Kecamatan tipe A yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja
yang besar; dan
b. Kecamatan tipe B yang dibentuk untuk Kecamatan dengan beban kerja
yang kecil.
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(2) Penentuan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah Desa/kelurahan.

Perbedaan Klasifikasi Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 32
9 Tahun 2008 Struktur
"

asifikasi Tipe B

tahun 2004 yang kem

bisa berpola

Klasifikasi

” mengandung

makna sua S 3 antara lelaki dan : intuk  melakukan

seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-
nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang disertai eksploitasi dan
komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

Heriana (2012;81) Prostitusi, adalah melakukan hubungan seksual dengan

berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan ditempat-
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tempat tertentu (lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain-lain), yang pada
umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan.

Menurut Sedyaningsih (2011;71) Ada konsekuensi yang dihadapi oleh

al yang bisa
wajar. b)

idak berhasil

kebanyakan de erka : " '_ : an-kandungan yang
dapat men 3 - arakat sekitarnya,

masyarakat ¢

Menurut Anwar ( 2003: amus lengkap Bahasa Indonesia
camat diartikan sebagai pegawai Pamong Praja yang mengepalai Oderdistrik;
asisen wedana; atau Kepala Pemerintah dibawah Bupati/Walikota yang
mengepalai wilayah tertentu.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pasal 1 Ayat 6

mendefinisikan Camat atau sebutan lain sebagai pemimpin dan koordinator



penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota
untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahs

Camat merupakan pemimpin Kecamatan atau sebagai perangkat Daerah
kabupaten/kota. Camat berkedudukan |Sebagai koordinator penyelenggaraan
pemerintah di wilayah™ Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Dimana dikatakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah
Daerah pada Pasal 224 dikatakan :

(1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut camat
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota
melalui sekretaris Daerah.

(2) Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang
menguasai pengetahuarn: teknis pemerintaban dan memenuhi persyaratan
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Yang perlu digaris bawahi bahwa pengkatan Camat, pada penjelasan pasal
224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan menguasai pengetahuan teknis pemerintahan adalah dibuktikan dengan
ijazah /sarjana pemerintahan atau sertifikat profesi kepamongprajaan. Kenyataan
yang berlaku sekarang ini banyak camat yang tidak memenuhi syarat dimaksud
diatas.

Tugas Camat diatur pada pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 sebagali berikut :



(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

c. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (6);

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;

f. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

g. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

h. Mengoordinasikan penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan  yang
dilakukan oleh Perangkat -Daerah diKecamatan;

i. Membina dan.mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
kelurahan;

J. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan
tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada
yang menugasi.

(3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Selain tugas tersebut diatas camat juga mendapat pelimpahan wewenang,
hal ini atur pada pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai
berikut :

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1),
camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota.

(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan
karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat padaKecamatan yang
bersangkutan.

(3) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan
pemerintah.
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Kewenangan yang dilimpahkan dari bupati/wali kota kepada camat
misalnya kebersihan di Kecamatan, Pemadam kebakaran di Kecamatan dan

pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Mengenai pendanaan

luasi Tugas
asyarakat Di

WY

-

we =

Evaluasi

Kebijakan
608)
%- E;_GKUVIFaS Tugas Camat :
3. KISleanI 1. Ketenteraman
4. Pem: upan 2. Ketertiban umum
. Perataan 4 L
5. Responsivitas
6. Ketepatan Penyakit Masyarakat
4 L
Baik
Cukup Baik
= Kurang Baik

Sumber : Modifikasi penelitian 2017



C. Penelitian Terlebih Dahulu

Elyasip S Sembiring, 2013 Skripsi Evaluasi kinerja Camat dalam
menanggulangi penyakit masyarakat di Kecamatan Siak Kabupaten Siak dalam,
Hasil penelitian_menunjukkan.bahwa kinerja: camat berdasarkan tugas camat
terlihat_belum terlaksana secara merata dalam penertiban penyakit masyarakat
dikarenakan kurangnya koordinas camat terhadap pithak keamaan terutama Satpol
PP sehingga masih banyaknya marak penyakit masyarakat di Kecamatan Siak
Kabupaten Siak.

Satya Hadi Hogantara, 2011. Skripsi Tugas Camat Dalam menerapkan
ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan
Singingi (Studi-penanganan minuman beralkohol). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Camat belum dapat menertibkan penyakit masyarakat yaitu beredarnya
penjualan minuman - beralkohol sebagai kepala wilaya” di Kecamatanan
dikarenakan camat belum memberikan sanksi yang tegas terhadap para pedagang
minuman beralkohol, kurangnya koordinasi terhadap pihak keamanan seperti
Satpol PP dan kurangnya sosialisasi yang diberikan terhadap masyarakat sehingga
masyarakat sewena-wenang dalam melakukan penjualan minuman beralkohol
serta semakin banyaknya masyarakat yang dirugikan terutama kaum muda.

Faisal Yunan Siregar, 2012. Skripsi  analisis Tugas camat dalam
ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penanganan penyakit masyarakat di
Kecamatan Rawang Kao Kabupaten Siak (studi penanganan Prostitusi). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa belum terlaksanaanya tugas camat dengan baik

dimana Prostitusi masih saja berdiri di Kecamatan Rawang Kao sementra banyak
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masyarakat terutama kaum muda dan para suami datang ke tempat Prostitusi
sehingga merusak moral, hubungan keluarga serta kaum muda. Hal ini

dikarenakan kurangnya koordina dengan ppihak keamanan yaitu Satpol PP dan

dalam pelaksa ‘ 2 18 ¢ membuat konsep
operasional ag aca muo 3 : juan penulis,
diantaranya

1. S - i pelaksana alam penanganann

perencanaan guna pencapa elah dibuat oleh pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor
03 Tahun 2003 Tentang Penyakit Masyarakat.
5. Penyakit Masyarakat adalah kegiatan yang menimbulkan keresahan

masyarakat yang mengarah terhadap tempat-tempat hiburan.
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. Prostitusi dalam penelitian ini adalah penyakit masyarakat yaitu lokasi

yang dijadikan tempat berhubungan seks terlarang tanpa memiliki izin dari

pemerintah.

juan-tujuan

tujuan dan

Ketepatan yaitu kepastian penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan

yang terarah dengan tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan.

E. Operasional Variabel
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Tabel 1I. 1 Operasional Variabel Evaluasi Tugas Camat Dalam
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan
Pangkalan Lesung
Konsep Variabel Indikator Item Skala
1 2 3 4 5
Evaluasi ialah Efektivitas . lokasi Baik
penaksiran Cukup Baik
I Kurang Baik
Si Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Baik
- Cukup Baik
kgbl_Jakan, Kurang Baik
nilai
manfaat ha
kebijakan.
Dalam hal
dapat
dikatakan Baik
bahwa Cukup Baik
kebijakan atau Kurang Baik
program telah Baik
mencapai pemilik Cukup Baik
tingkat Kinerja i Kurang Baik
yang Prostitusi.
bermakna,
yang berarti Baik
bahwa ketentraman. Cukup Baik
masalah- b. Menetapkan Kurang Baik
masalah keamanan.
kebijakan c. Melakukan
dibuat  jelas pengawasan.
dan  diatasi
(Dunn, 2000
:608)

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017

F. Teknik Pengukuran
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Untuk mengetahui bagaimana Tugas Camat Dalam Penanggulangan
Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung, diberi pengukuran dengan

melakukan Kklafikasi penilaian sebagai berikut :

Nomor 03 Tahun

Adapun peng

1. Efektivita
Baik responden pada
g persentase 67%-100%
Cukup Baik :Apa asil rata ilaian responden pada katagori
cukup baik berada rentang persentase 34%-66%
Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori

kurang baik berada rentang persentase 0%-33%
2. Efisiensi, dikatakan :
Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori

Baik berada pada rentang persentase 67%-100%
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Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori
cukup baik berada rentang persentase 34%-66%

Kurang Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori

3. Kecuk

Baik abi ata sponden pada

Cukup Baik ate n_responden pada katagori

Kurang Baik :Apa asil rata ilaian responden pada katagori

kurang baik berada rentang persentase 0%-33%

5. Respondensivitas, dikatakan :

Baik Apabila Hasil rata-rata penilaian responden pada
katagori Baik berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Baik :Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori

cukup baik berada rentang persentase 34%-66%
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Kurang Baik

:Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada katagori

kurang baik berada rentang persentase 0%-33%

6. Ketepatan, dikatakan :

Baik
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BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

na sampel
Serta
dan daftar

penelitian dan
penelitian ini

dapat dika eba ) K arena penelitian ini

banyak berdirinya Prostitusi berd atan Pangkalan Lesung. Penertiban
Prostitusi oleh Camat terlihat belum optimal dikarenakan masih banyaknya lokasi
Prostitusi yang semestinya tidak boleh berdiri karena menyebabkan meresahkan
masyarakan dikarenakan banyaknya terjadi keributan dan para suami yang
berpergian ke lokasi tersebut sehingga menimbulkan dampak ketidak nyamanan

serta keresahan, sehingga hal ini camat belum dapat melaksanakan penertiban

Prostitusi sesuai dengan tugas dan peraturan yang ditetapkan.
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C. Populasi dan Sampel
Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

Pembangu a s a n' Sosial, Seksi
Pelayanan
penerapan : '-"-" ] dijadikan dalam penelitian.
Adapun Su -

Tabel 111.1 , i D¢ ‘ ak E Tugas Camat

NO

1

2

3

4
Ketertiban

5 Seksi 1 100%
Masyarakat Kelurahan

6 Seksi  Kesejahteraan 1 1 100%
Sosial

7 Seksi Pelayanan 1 1 100%
Umum

8 Pegawai Kantor Camat 10 10 100%

9 Pemilik Lokalisasi 12 12 100%
Prostitusi 2016

10 | Masyarakat Desa ~ 17 100%

Jumlah 29 46 100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2017
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D. Teknik Penarikan Sampel
Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka

untuk menentukan populasi dan sampel, pada Camat Pangkalan Lesung,

dapat diket

naLh

NaArNa

Sed menggunakan

teknik dig terlalu besar.

masyarakat yang ta . titusi yang berjumlah 17

sampel.

E. Jenis dan Sumber Data
1. Data Primer
Data yang di peroleh langsung dari responden yang meliputi:
a. ldentitas Responden
b. Mengenai pelaksanaan penanganan Prostitusi oleh Satuan Pamong

Praja Kabupaten Pelalawan
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2. Data Sekunder
Yaitu data yang di peroleh peneliti dari instansi atau jurnal-jurnal yang

berhubungan atau berkaitan dengan penelitian ini, secara tidak langsung seperti:

yang di anggap perlu dala an ini, dalam penelitian ini diberikan
terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Observasi
Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan

langsung ke lokasi penelitian.



a. Dokumentasi
Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan
atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti,

teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Setelah data yang:di perlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka data
tersebut nanti nya akan di kelompokan ke masing-masing variabel. Kemudian di
analisa secara kuantitatif yang hasilnya akan di sajikan dalam bentuk tabel,
angka, persentase, dan di lengkapi dengan urailan serta keterangan yang

mendukung, sehingga dapat di ambil kesimpulan nya.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini
dimulai bulan September sampai dengan bulan Desember. 2017. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 111.2: Rincian jadwal kegiatan penelitian tentang Evaluasi Tugas

Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di
Kecamatan Pangkalan Lesung

JENIS KEGIATAN | BUEAN DAN'MINGGU KE

pd
@)

September |  Oktober | November | Desember

1234 [12/3/4/1/2/3|4 11234

Penyusunan UP

Seminar UP

Revisi UP

Revisi Kuisioner

Rekomendasi

Survey Lapangan

Analisis Data

OINO OB WN -

Penyusunan
Laporan Hasil
Penelitian (skripsi)
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9 Konsultasi  Reuvisi
Skripsi

10 | Ujian  Konferensif
Skripsi

11 | Revisi Skripsi

12 | Penggandaan
Skripsi

Sumber : ian,

Sl
S ﬂﬁﬂgﬁp‘ SMMR
= HIR S
>~ . - o=
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Pangkalan Lesung

di Wila 3 2 A, Desa yang

Kabupaten

oleh Bupati

Kabupaten Pela 1 g, Pembentukan Kecamatan
Pangkalan

Pangkalan

sebanyak 11.199 jiwa.
1. Batas Wilayah
a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bandar Petalangan
b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Ukui
c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Pangkalan Kuras

d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kerumutan
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Iklim

Jumlah Desa : 9 (Sembilan)
Jumlah Kelurahan : 1 (Satu)

Kepadatan penduduk : + 26,4 Jiwa/ Km2

engan iklim

ukaan laut

dalam Pasal 25 ayat (6);

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;

d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
Mengoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan  yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah diKecamatan;

Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
kelurahan;



h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah
kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan

I. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Fungsi-Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana si maksud pada

tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraanitugas umum pemerintahan.
b. Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
walikota.

Tugas pokok Sekretaris Camat mempunyai rincian tugas :

a. Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis
administratif, menyelenggarakan tugas umum pemerintaha serta
melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota

b. Merencanakan kegiatan. pelayanan teknis administratif untuk kelancaran
penyelengaraan  pemerintahan =~ Kecamatan,  pembangunan  dan
kemasyarakatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan
perundanga-undangan sebagai pedoman-dalam pelaksanaan tugas.

c. Merencanakan program Kerja pemerintahan Kecamatan

d. Mengkoordinir pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan Kecamatan
mulai dari prosos perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi,
pelaporan.

e. Membina, mengawasi dan mengendalikan. perangkat Kecamatan dan
kelurahan dalam melaksanakan kebijakan pemerintah Daerah

f. Membagi tugas pada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut.

g. Member petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan
agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaanya.

h. Memeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk
mengetahui  adanya kesalahan atau  kekeliruan serta  upaya
penyempurnaanya.

i.  Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis.

J. Mengevaluasi tugas pemerintahan Kecamatan berdasarkan informasi, data,
laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjutgan.

k. Melaporkan pelaksanaan tugas pemerintaha Kecamatan kepada camat
secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi



bagi batasan.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pemimpin sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Fungsi Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan rincian tugas

sebagaimana dimaksudkan-pada tugas pokok di atassmenyelenggarakan fungsi:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

Perencanaan kegiatan teknis administratif

Perencanaan program kerja Kecamatan

Koordinasi tugas administrasi

Pembinaan perangkat Kecamatan dankelurahan
Pengevaluasian-tugas pemerintahan Kecamatan
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan

mempunyai rincian tugas :

a.

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan kepegawaian,
umum dan perlengkapan

Merencanakan program kerja sub bagian _kepegawaian, umum dan
perlengkapan meliputi koordinasi dan pelaksanaan tugas kepegaeaian,
umum dan perlengkapan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan
peraturan” perundanga-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas.

Merencanakan program Kerja “dan inventarisasi asset Kecamatan dan
kelurahan.

Merencanakan program kerja penyelenggaraan pelayanan kebersihan,
keindahan dan pertamanan.

Merumuskan  dan * melaksanakan inventarisasi permasalahan yang
berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas
pegawali

Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor
dan dokumentasi kegiatan kantor.

Melaksanakan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas
dan pelayanan hubungan masyarakat.

Melaksanakan kegiatanan penyusunan kebutuhan dan materiil bagi unit
kerja Kecamatan.

Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban,
kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta
pengamanan dilingkungan badan.

Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, DP3 PNS, registrasi PNS
dan DUK.

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut.



Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan
agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaanya.

Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasilkerja untuk mengetahui
adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya
Mengevaluasi tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
berdasarkan _infermasi, data, laporan yang. diterima untuk bahan
penyempurnaan labih lanjut

Melaporkan  pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian, umum dan
perlengkapan kepada batasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan
hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan.

Melaksanakan tugas-tugas 'laifi 'yang .diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas danfungsinya.

Fungsi Kepala Sub Bagian Kepegawain, Umum dan Perlengkapan dalam

melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok di atas

menyelenggaraan fungsi :

a.
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Perencanaan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan
perlengkapan

Perumusan data kepegawaian

Pelaksanaan urusan dalam

Pelaksanaan kebutuhan materiil

Pengoordinasian kebersihan dan kenyamanan lingkungan

Pembagian tugas kepada bawahan

Member petunjuk kepada bawahan

Pengaturan pelaksanaan tugas

Pengevaluasian tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan
Pelaporan " pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian, umum dan
perlengkapan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai rincian tugas

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan bidang keuangan
sekretariat Kecamatan

Merencanakan program kerja sub bagian keuangan sekretariat Kecamatan
meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan secretariat
Kecamatan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat
permintaanpembayaran

Menyiapkan surat perintah membayar

Melakukan verifikasi harian atas penerimaan



Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerima
dab bendahara pengeluaran

Melaksanakan akuntansi sekretariat Kecamatan

Menyiapkan laporan keuangan sekretariat Kecamatan

Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan secretariat
Kecamatan

Merencanakan program.kerja pengelolan biaya operasional rumah tangga
sekretariat Daerah dan rumah tangga kepala Daerah

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut

Memberi petunjuk kepada hawahan/dengan cara tertulis atau secara lisan
agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaan

. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui

adanya kasalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya

Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis

Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan sekretariat Kecamatan
berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan
penyempurnaan labih lanjut

Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan secretariat
Kecamatan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil
kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan

Melaksanakan tugas-tugas.lain yang-diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Sub Bagian, _Keuangan dalamy melaksanakan rincian tugas

sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :

tugas :
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Perencanaan program kerja sub bagian keuangan sekretariat Kecamatan
Pelaksanaan verifikasi

Penyiapan surat perintah membayar

Pelaksanaan akuntansi sekretariat Kecamatan

Pembagian tugas kepada bawahan

Pemberian petunjuk kepada bawahan

Pemeriksa pekerjaan bawahan

Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis
Pengevaluasian tugas

Pelaporan pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Penyusunan program mempunyai rincian

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan penyusunan
program



Merencanakan program kerja sub bagian penyusunan program meliputi
koordinasi dan pelaksanaan tugas bidang penyusunan program
berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan Kecamatan
Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan-pemeriksaan fungsional, laporan
masyarakat dan pengawasan lainya

Mengkoordinasikan dan menyusun data serta informasi tentang
Kecamatan

Merumuskan rencana Kkerja tahunan dilingkungan Kecamatan
Memfasilitasi ‘pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan
Kecamatan

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut

Member petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar
bawahan mengerti dan memahami pekerjaanya

Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil-kerja untuk mengetahui
adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya
Mengevaluasi tugas _sub bagian penyusunan program berdasrkan
informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih
lanjut

Melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian penyusunan program kepada
atasan secara lisan maupun tertulis'berdasarkan hasi kerja sebagai bahan
evaluasi baagi atasan

. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala ‘Sub. Bagian PenyusunansProgram dalam melaksanakan

rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan

fungsi :
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Perencanan program kerja sub penyusunan program
Pembuatan laporan tahunan

Penyusunan data dan informasi

Penyusunan kerja tahunan

Penyusunan pengadaan barang dan jasa

Pembagian tugas kepada bawahan

Pemberian petunjuk kepada bawahan

Peraturan pelaksanan tugas



I.
J-

K.

Pengevaluasian tugas penyusunan program
Pelaporan pelaksanan tugas sub bagian penyusunan program
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas :

a.

b.

Merumuskan, mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan urusan
pemerintahan Kecamatan

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah dan instansi
vertikal dibidang penyelenggaraan pemerintahan

Melakukan koordinasi.dan sinskronisasi-perencanaan dengan satuan kerja
perangkat Daerah*dan instansi vertical dibidangpenyelenggaraan kegiatan
pemerintahan

Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat
Kecamatan

Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib_administrasi pemerintahan
kelurahan

Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, idiologi Negara dan
kesatuan bangsa

Melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil

Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan
administrasi kelurahan

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kelurahan
Membagi tugas kepada-bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut

Memriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui
adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaanya
Melaporkan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan Kecamatan kepada
walikota melalui Camat secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil
kerja sebagal bahan evaluasi bagi atasan

Melaksanakan tugas-tugas' lain ‘yang.diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan rincian

tugassebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :
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Perencanaan kegiatan urusan pemerintahan

Koordinasi dan sinkronisasi tugas urusa pemerintahan
Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pemerintahan
Pemeriksaan pekerjaan bawahan

Pelaporan pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan



Tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai

rincian tugas :

a.

b.

Merumuskan mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan
ketentraman dan‘ketertiban

Melakukan® koordinasi-dengan satuan-Polisi Pamong Praja, Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan / atau TNI mengenai program dan
kegiatan penyelenggaraan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah
Kecamatan

Malakukan koordinasi-dengan- pemuka agama yang berada di wilayah
kerja di Kecamatan untuk mewujudkan Ketentraman dan ketertiban umum
masyarakat di wilayah Kecamatan

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas
dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan
Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas
dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan
Melakukan evaluasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban ditingkat
Mebagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut

Memeriksa kerja bawahan berdasarkan ' hasil kerja untuk mengetahui
adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan

Melaporan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan Kketertiban kepada
walikota melalui camat secara lisan maupuntertulis berdasarkan hasil kerja
sebagai bahan evaluasi bagi atasan

Melaksanakan tugas-tugas /lain yang “diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan

rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarkan

fungsi :
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Perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban

Koordinasi urusan ketentraman dan ketertiban

Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan ketentraman dan ketertiban
Pemeriksa pekerjaan bawahan

Pelaporan pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan mempunyai

rincian tugas :



Merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan
pembangunan masyarakat dan kelurahan

Mendorong partisifasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan
pembangunan dikelurahan dan Kecamatan

Merencanakan program kerja pembinaan perekonomian, produksi dan
distribusi dittingkat Kecamatan

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja
baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan
kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan
Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat
diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah
maupun swasta

Melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah dan/ atau
intansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemelihara prasarana
dan fasilitas pelayanan umum

Malakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut

Memeriksa pekerjaan:hawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui
adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan
Melaporkan pelaksanaan tugas urusan ketentraman dan ketertiban kepada
walikota melalui camat secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil
kerja sebagal bahan evaluasi bagi atasan

Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan dalam

melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada tugas pokok diatas

menyelenggarakan fungsinya :

a.
b.
C.

®

Perencanaan kegiatan urusan pembangunan masyarakat kelurahan
Koordinasi urusan pembangunan masyarakat kelurahan

Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan pembangunan masyarakat
kelurahan

Pemeriksa pekerjaan bawahan

Pelaporan pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan



Tugas pokok Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas :

a.

b.

Merumuskan mengkoordinasikan dan-melaksanakan pelayanan urusan
kesejahteraan sosial

Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan
bantuan sosial, bantuan kepemudaan, masyarakat dan perempuan, keluarga
berencana, olah raga dan tenaga kerja

Merumuskan dan‘ mefaksanakan penyusunam program kerja pembinaan
kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat
Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan
sosial

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah dan / atau
intansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan sosial
Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
kesejahteraan sosial

Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut

Melaksanakan tugas-tugas.lain yang-diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya

Fungsi Kepala SeksitKesejahteraan Sosial dala melaksanakan rincian tugas

sebagai mana dimaksud pada tugas pokok diatas menyelenggarakan fungsi :
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Perencanaan kegiatan urusan kesejahteraan sosial

Koordinasi urusan kesejahteraan sosial

Pembinaan, evaluasi dan bimbingan urusan kesejahteraan sosial
Pemeriksa pekerjaan bawahan

Pelaporan pelaksanaan tugas

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas :

a.

b.

Merumuskan, mengkoordinakan dan melaksanakan pelayanan urusan
pelayanan umum

Melakukan perencanaan program kerja kegiatan pelayanan kepada
masyarakat di Kecamatan

Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di
Kecamatan

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di
Kecamatan
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. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan masyarakat di
wilayah

Membagi tugas pada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat
diproses lebih lanjut

. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui
adanya kesalahan.a
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentite
Pada bab < 1 erapa ha 7 dengan identitas
responden kuisioner dan

wawancara.

1.

disajikan sebagai sampel dalam pe an ini. Adapun dinilai bahwa tingkat
pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah
pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai Pelaksanaan Tugas Camat
Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari

jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :



Tabel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Di Kecamatan Pangkalan
Lesung Dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Berdasarkan Jenis

Kelamin.
No Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase(%0)
1 | Laki-Laki 36 80%
2 | Perempuan 9 20%
Jumlah 45 100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui/responden penelitian Laki-laki
sebanyak 36-orang, dimana jumlah 36 adalah jumlah produktif kerja secara
maksimal, dan  selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 9 orang
dikatakan perempuan memperoleh kinerja yang terbatas sehingga perempuan
hanya 9 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya
berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :
Tabel V.2. Klasifikasi Responden Penelitian Di Penelitian Di Kecamatan

Pangkalan Lesung Dalam Pelaksanaan Tugas Camat Dalam
Penanggulangan Penyakit:Masyarakat Berdasarkan Umur

No Umur Jumlah Responden Persentase

1 | <25 tahun - -

2 | 25-39 tahun 17 47%

3 | 40-49 tahun 24 54%

4 | > 50 tahun 4 9%
Jumlah 45 100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2017

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara
usia 40-49 tahun dengan jumlah 25 orang atau sekitar 54%, hal ini disebabkan
karena usia 40-49 tahun merupakan usia yang produktif dan aktif dalam
melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Kemudian usia responden umur 25-39
sebanyak 17 orang atau sekitar 47% dan selebihnya yaitu berusia 50 keatas

berjumlah 4 orang atau sekitar 9% dari keseluruhan responden. Kemudian
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penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan
faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel
dibawa ini :
asi Peneliti LN itian Di Kecamatan
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B. Evaluasi Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai
konsekwensi logis aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat,
maka perlu menciptakan dan mewujudkan dengan pelayanan yang transparansi,

akuntabel, kondisional, partisifasif dan kesamaan hak serta keseimbangan hak dan



kewajiban. Sehingga dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan dalam
latar belakang masalah yang menjelaskan terhadap pelaksanaan Tugas Camat
Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan.

Kepemimpinan camat di Kantor Camatan Pangkalan Lesung Kabupaten
Pelalawan dalam menangulangi=penyakit: masyarakat di Kecamatan Pangkalan
Lesung telah  memberikan kontribusi terciptanya kenyaman bagi masyarakat
dikarena hal “ini sangat mengganggu kehidupan masyarakat terutama yang
berkeluarga dikarenakan adanya lokalisasi sehingga banyak suami maupun laki-
laki berpergian untuk menghamburkan uang untuk mencari hiburan. Camat
sebagai pimpinan tertinggi jabatan di Kecamatan yang sebagian tugasnya
melaksanakan ketertiban diwilaya Kecamatan yang bertujuan agar terciptanya
wilaya Kecamatan tertib /ebas dari penyakity masyarakat yang berdampak
terhadap kerugian masyarakat. Hal ini camat dituntut untuk memiliki potensi
kemampuan serta bijaksanaan dalam melaksanakan tugas sebagai kepemimpinan
diwilaya Kecamatan dikarenakan penyakit masyarakat atau dikenal dengan
lokalisasi sangat marak terjadi sehingga hal.ini perlu ditanggulangi dengan cepat
agar tidak meresahkan warga masyarakat setempat. Hal ini pimpinan camat dalam
melaksanakan kinerja diKecamatan dengan berkoordinas denga satuan polisi
pamong praja serta masyarakat dalam melaksanakan penertiban diwilaya
Kecamatan hal ini dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait
ketertiban di Kecamatan serta dampak yang akan terjadi sehingga camat

menetapkan pengawasan serta pemberian sanksi bagi masyarakat yang telah



menyalahgunakan aturan. Hal ini dalam penanggulangan penyakit masyarakat
yaitu Prostitusi camat secara tegas harus dapat memberikan kebijakan dengan
memberikan sanksi tegas karena hal ini mengganggu kehidupan masyarakat
terutama kaum _berumahtangga..serta dapat.menutup lokasi tersebut hal ini
bertujuan agar terciptanya ketertiban ditengah-tegah masyarakat. Dimana fungsi
camat penyelenggaraan ketenteraman | ‘clan; ,ketertiban umum_ Penyelesaian
permasalahan yang ada diKecamatan sebagai camat kepemimpinan yang
berkaitan terhadap ketentram diwilaya Kecamatan adalah bukti idealnya
kepemimpinan camat dalam melaksanakan tugas kinerjanya. Pimpinan Camatan
Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dalam melaksanakan tugasnya lebih
mengoptimalkan  tugasnya dalam  pencapaian  kinerja.. penyelenggaraan
ketenteraman dan Kketertiban umum serta penerapan strategi terhadap kebijakan
yang akan dilaksanakan dan-menghindari hasil kinerja yang tidak optimal dalam
memberikan pelayan yang terbaik bagi masyarakat sehingga hal ini dapat
mengakibatkan ‘menurunnya potensi kinerja Camat dalam penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban. umum secara menyeluruh yang diterima oleh
masyarakat. Dari data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dan kusioner
dengan responden pemohon fungsi kepemimpinan camat, maka penulis akan
mengajikan dan menyajikan dan menganalisis data-data tersebut dalam bentuk
uaraian serta gambaran mengenai pelaksanaan Tugas Camat Dalam
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan.
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Untuk mengetahui pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan

Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan,

yaitu :

Tabel V.4. Jawaban Responde

Masyarakat Di

ndikator Efektivitas Berdasarkan
Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit

Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten

Pelalawan.

No Item Penilaian Katagori Penilaian Jumlah
Baik Cukup Kurang
Baik Baik

1 | Penanganan lokasi 10 26 9 45
Prostitusi. (21%) (58%) (20%)

2 | Pemberian Himbauan. 11 28 6 45
(24%) (62%) (13%)




3 | Sosialisasi 6 30 9 45
penanggulangan (13%) (65%) (20%)
Prostitusi.
Jumlah 28 84 24 135
Rata-rata 9 29 8 45
Persentase 20% 649%0 18% 100%

Sumber : Olahan‘Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Penanganan lokasi
Prostitusi dalam item penilaian Prasedur mudah, dipahami, responden penelitian
Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dimana responden yang
menyatakan baik sebanyak 10 responden atau 21% dengan alasan, Penanganan
lokasi Prostitusi di Kecamatan Pangkalan Lesung melalui tugas camat dalam
penyelenggaraan ketertiban umum suda terlaksana dengan camat turun langsung
kelapangan dalam pemberian himbauan terkait penutupan portisusi. Selanjutnya
untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 26 responden atau 58%
dengan alasan, Penanganan lokasi Prostitusi berdarkan tugas camat langsung
kelokasi Prostitusi - suda cukup terlaksana akan tetapi penaganan yang
dilaksanakan belum“secara merata ditertibkan melainkan masiah adan lokasi
potitusi yang masih saja berdiri. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang
baik sebanyak 9 responden atau 20 % dengan alasan Penanganan lokasi Prostitusi
belum secara merta dapat diatasi melainkan masih banyak Prostitusi yang berdiri
begitu saja.

Kemudian untuk item penilaian Pemberian Himbauan yang mana
responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit

Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang




menyatakan baik berjumlah 11 responden atau 24% dengan alasan, Pemberian
Himbauan melalui surat edaran yang dilaksanakan camat. Selanjutnya untuk
responden yang menjawab cukup baik sebanyak 28 responden atau 62% dengan
alasan, Pemberian Himbauan-hanya dilaksanakan camatmelalui surat edaran
semata melainkan tidak adanya camat turun langsung kelokasi Prostitusi sehingga
masih banyak: Prostitusi yang-berdiri -begitussaja. Selanjutnya untuk responden
yang menjawab kurang baik sebanyak 6 responden atau 13% dengan alasan,
Pemberian Himbauan oleh camat dinilai belum terlaksana dengan baik yang
seharusnya himbauan bukan dengan surat edaran semata melainkan turun lagsung
agar Prostitusi dapat ditutup.

Kemudian untuk item penilaian Sosialisasi penanggulangan Prostitusi
yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam
Penanggulangan  Penyakit ~Masyarakat = Di _Kecamatan ~Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 6 responden atau 13%
dengan alasan, sejauh ini camat sudah memberikan Sosialisasi penanggulangan
Prostitusi dikarena ‘melanggar peraturan yang telah ditetapkan di Kabupaten
Pelalawan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 30
responden atau 65% dengan alasan, Sosialisasi penanggulangan Prostitusi yang
diberikan Camat terhadap masyarakat sudah terlaksana akan tetapi camat perlunya
lebih luas memberikan sosialisasi melainkan sosialisasi hanya sekearnyanya saja
melainkan tidak sampai keseluruh desa maupun kelurahan sehingga
mengakibatkan masih banyak Prostitusi yang berdiri. Selanjutnya untuk

responden yang menjawab kurang baik sebanyak 9 responden atau 20% dengan



alasan, Sosialisasi penanggulangan Prostitusi oleh camat belum terlaksana dengan
baik yang seharusnya sosialisasi yang diberikan sampai keseluruh masyarakat
desa atau kelurahan.

Dari penjelasan di atas.dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban
responden penelitian mengenai efektivitas melalui Pelaksanaan Tugas Camat
Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat DI Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 29 atau
62% dengan alasan, dengan alasan pelaksanaan tugas camat sudah terlaksana
Dalam penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum di Kecamatan Pangkalan
lensung dengan memberikan himbuan sosialisasi dalam halnya pemberian sanksi
serta penutupan tempat Prostitusi dikarenakan hal ini-meresahkan warga terutama
kaum ibu rumahtangga akan tetapi tugas camat belum memberikan himbauan
menetapkan sanksi tegas terhadap masyarakat yang membuka Prostitusi sehingga
masih ditemuinya adanya Prostitusi berdiri begitu saja. Hal didapatkan dari hasil
tanggapan responden yang menanyakkan, Penanganan lokasi Prostitusi,
Pemberian Himbauan, Sosialisasi penanggulangan Prostitusi.

Berikut hasil wawancara.dengan Camat pangkalan Lesung Bapak Adnan
dalam efektivitas pelaksanaan tugas camat pada tanggal 02 Oktober 2017
menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini dalam penanganan penyakit masyarakat yaitu Prostitusi saya
sudah melaksanakan sosialisasi, himbauan sampai dengan memberikan
sanksi dan penutupan terhadap masyarakat meskipun masih adanya
ditemuinya Prostitusi yang berkedok café dan warung kopi hal ini
dikarenakan saya selaku camat tidak dapat setiap saat turun langsung
kelapangan melainkan saya juga meminta kerjasamanya masyarakat dan
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satpol pp dalam upanya pengannya sehingga apabila ada himbauan dari
masyarakat saya langsung turun kelapangan dan melakukan penutupan....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan

Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyaki arakat Di Kecamatan

Bahwa hasil

Pangkalan
berian sanksi
serta penutupa inya Prostitusi
yang berke 3syarakat. Hasil

ampak terhadap

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang
dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan
fungsi yang telah ditetapkan. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana
Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan
Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi

indikator Efisiensi pelayanan yang terlaksana yaitu :



a. Pemberian Sanksi.
b. Pengawasan.
c. Penutupan lokasi Prostitusi.
Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan.responden dalam pelaksanaan Tugas
Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan
Lesung Kabupaten Pelalawan. dapat dilihat pada tabel dibawa ini :
Tabel V.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi Berdasarkan

Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten

Pelalawan
No Item Penilaian Katagori Penilaian Jumlah
Baik Cukup Kurang
Baik Baik
1 | Pemberian.Sanksi. 7 29 9 45
(15%) (65%) (20%)
2 | Pengawasan. 8 28 9 45
(17%) (61%) (20%)
3 | Penutupan lokasi . 28 6 45
Prostitusi. (24%) (62%) (23%)
Jumlah 26 85 24 135
Rata-rata 9 28 8 46
Persentase 20% 62% 18% 100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Efisiensi dalam
item penilaian Pemberian Sanksi, responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat
Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan dimana responden yang menyatakan baik sebanyak 7
responden atau 15% dengan alasan, Pemberian Sanksi terhadap kepemilikan
Prostitusi sudah terlaksana dimana camat telah menetapkan sanksi tegas terhadap
setiap Prostitusi yang ada dengan bekerjasama dengan pihak satpol pp sampai

dengan kepolisian setempat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup




baik sebanyak 29 responden atau 65% dengan alasan, Pemberian Sanksi yang
diberikan camat sudah terlaksana namun sanksi yang diberikan hanyalah sanksi
penutupan saja sehingga banyak Prostitusi yang berdiri semaunya saja tanpa
mengikuti himbauan yang diberikan _camat. Selanjutnya responden yang
menjawab kurang baik berjumlah 9 responden atau 20% dengan alasan,
Pemberian Sanksi sudah terlaksana, ‘hamun, ecamat belum secara tegas dapat
memberikan sanksi penutupan melainkan hanya himbauan saja sehingga masih
ditemuinya Prostitusi yang berdiri begitu saja.

Kemudian untuk item penilaian Pengawasan pelayanan diterima dengan
cepat yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 8 responden atau 17%
dengan alasan, Pengawasan, yang diberikan camat sudah ‘berlangsung dengan
berkoordinasi dengan satpol pp serta masyarakat keterkaitan adanya Prostitusi.
Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 28 responden
atau 61% dengan alasan, Pengawasan Prostitusi oleh camat sudah memberikan
koordinasi pengawasan melalui. satpol pp..dan masyarakat akan tetapi camat
sebagai penyelenggaran keamanan dan keteriban umum ditegah masyarakat
belum terlihat turun dalam pegawasan Prostitusi melainkan hanya menerima
pemberitahuan saja. Selanjutnya responden yang menyatakan cukup terlaksana
sebanyak 9 responden atau 20 % dengan alasan, Pengawasan camat berdasasarkan
tugas camat dalam penyelenggaran keamanan dan keteriban umum ditegah

masyarakat belum terlihat turun dalam pegawasan Prostitusi melainkan hanya



menerima pemberitahuan oleh masyarakat barulah camat melihat dan membrikan
tindakan.

Kemudian untuk item penilaian Berdasarkan Penutupan lokasi Prostitusi
yang ditetapkan.yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat
Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 11 responden atau 24%
dengan alasan, Penutupan lokasi Prostitusi sudah terlaksana dengan camat turun
langsung kelokasi Prostitusi bersama dengan satpol pp beserta polsek setempat.
Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 28 responden
atau 61% dengan alasan, Penutupan lokasi Prostitusi_sejauh ini sudah terlaksana
oleh camat akan tetapi sejauh ini camat belum secara mnyeluruh dapat menutup
Prostitusi dikarenakan camat masih belum secara tegas terhadap penutupan
Prostitusi dikarenakan adanya oknum tertentu yang memiliki pengaruh lebih besar
diderah tersebut sehingga camat hanya memberikan himbauan semata.
Selanjutnya responden yang menyatakan cukup terlaksana sebanyak 6 responden
atau 13 % dengan “alasan, berdasarkan tugas camat dalam Penutupan lokasi
Prostitusi diKecamatan dinilai belum terlaksana dengan baik dimana camat belum
memiliki kemampuan penuh dalam penutupan Prostitusi sehingga masih ada
Prostitusi yang hingga saat ini berdiri sementara tugas camat antara lain
penyelenggaraan ketertiban umum.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban
responden penelitian mengenai Efisiensi melalui Pelaksanaan Tugas Camat

Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung



Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 28 atau
62% dengan alasan, pelaksanaan tugas camat sudah terlaksana dengan pemberian
sanksi terhadap Prostitusi yang adan serta memberikan pengawasan sampai
dengan penutupan’ Prestitusi.-Hal_ini diliai.camat sudah menjalankan tugasnya
dalam penyelenggaraan ketertiban umum namu camat belum secara tegas dapat
melakukan penutupan bagi Prestitusi yang 'ada dikarenakan camat lebih banyak
mengara pemberitahuan saja sehingga Prostitusi berdiri begitu saja serta adanya
oknum tertentu yang memiliki unsur kedekatan dengan camat sehingga Prostitusi
berdiri begitu saja atanpa adanya sanksi sampai dengan penutupan. Hal
didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakkan, Pemberian Sanksi,
Pengawasan, Penutupan lokasi Prostitusi.

Berikut hasil wawancara dengan Camat pangkalan Lesung Bapak Adnan
terkait Efisiensi pelaksanaan tugas camat pada tanggal~02 Oktober 2017
menjelaskan bahwa:

“..Dalam penganan Prostitusi diwilaya Kecamatan saya selaku camat
Pangkalan Lesung sudah melaksanakan tugas saya dengan memberikan
sanksi terhadap Prostitusi yang berdiri, melakukan pengawasan sampai
dengan berkoordinasi.dengan satpol ‘pp-dan masyarakat sampai dengan
penutupan Prostitusi hal Ini-saya lakukan karena meresakan warga
masyarakat, meskipun masih adanya Prostitusi yang berdiri dikarenakan
keterbatasan waktu saya dalam melakukan pengawasan serta adanya lokasi
Prostitusi berkedok café sehingga sulit untuk melakukan penutupan.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan
Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan
Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan melalui Efisiensi. Bahwa hasil kuesioner

dalam pelaksanaan tugas camat dinilai camat sudah menjalankan tugasnya dalam
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penyelenggaraan ketertiban umum namum camat belum secara tegas dapat

melakukan penutupan bagi Prostitusi yang ada. Begitu juga hasil wawancara

menunjukkan camat lebih banyak menerima pemberitahuan dari masyarakat saja

dan peraturan
yang ditetapka capaian tujuan.
Untuk itu Camat Dalam
gkalan Lesung

eliputi indikator

b. Koordinasi dengan pihak

c. Koordinasi dengan masyarakat.
Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas
Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan

Lesung Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :



Tabel V.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan
Berdasarkan Pelaksanaan Tugas  Camat Dalam
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan
Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

No Item Penilaian Katagori Penilaian Jumlah
Baik Cukup Kurang
Baik Baik
1 | Kerjasama camat 10 26 9 45
dengan bawahan. (22%) (58%) (20%)
2 | Koaordinasi dengan (Nl &3 9 45
pihak keamanan. (24%) (54%) (209%)
3 | Koordinasi dengan 15 25 5 45
masyarakat. (33%) (55%) (11%)
Jumlah 36 76 24 135
Rata-rata 1k 25 8 45
Persentase 271% 55% 18% 100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Kecukupan dalam
item penilailan. Kerjasama .camat dengan..bawahan, responden penelitian
Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di
Kecamatan Pangkalan Lesung ‘Kabupaten'Pelalawan dimana responden yang
menyatakan baik sebanyak 10 responden atau 22% dengan alasan, pelaksanaan
tugas camat dalam penangulangan penyakit masyarakat dimana camat terlihat
bekerjasama dengan bawahan sehingga penanganan Prostitusi dalam terselesaikan
dengan baik. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak
26 responden atau 58% dengan alasan, pelaksanaan tugas camat dalam
penangulangan penyakit masyarakat dengan camat bekerjasama dengan bawahan
terlihat sudah terlaksana namun kerjasama yang diberikan hanyalah mengarah
pelayanan saja melainkan belum adanya focus dalam penanganan Prostitusi
sehingga Prostitusi banyak yang masih berdiri. Selanjutnya responden yang

menjawab kurang baik berjumlah 9 responden atau 20% dengan alasan,




pelaksanaan tugas camat dalam penangulangan penyakit masyarakat dimana
camat bekerjasama dengan bawahan belum terlihat baik melainkan kerjasama
yang diberikan hanyalah mengarah pelayanan saja melainkan belum adanya fokus
dalam penangananm Prostitusizhal _ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai
dalam penangan Prostitusi serta banyaknya tugas pelayanan yang harus dikerjakan
oleh pegawai.

Kemudian untuk item penilaian Koordinasi dengan pihak keamanan yang
mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan
Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
yang menyatakan baik berjumlah 11 responden atau 24% dengan alasan,
Koordinasi dengan pihak keamanan sudah berlagsung dalam penanganan
Prostitusi melalui satpol pp dan polsek setempat. Selanjutnya untuk responden
yang menjawab cukup. baik, sebanyak 25 responden atau 54% dengan alasan,
Koordinasi dengan pihak keamanan sudah berlagsung baik akan tetapi dalam
penanganan Prostitusi dinilai camat belum secara tegas agar keamanan melalui
satpol pp dan polsek setempat dalam penutupan Prostitusi dikarenakan
meresahkan warga sehingga banyak “Prostitusi didekingi oleh oknum tertentu
sehingga camat tidak dapat berbuat banyak dikarekan camat tidak tegas dalam
penangan Prostitusi. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik
sebanyak 9 responden atau 20% dengan alasan, Koordinasi dengan pihak
keamanan melalui satpol pp dan polsek setempat dalam penutupan Prostitusi

dikarenakan banyaknya Prostitusi berdiri didampingi oknum tertentu sehingga



banyak Prostitusi berdiri begitu saja sehingga camat tidak dapat berbuat banyak
dikarekan camat tidak tegas dalam penangan Prostitusi yang ada diwilayanya.

Kemudian untuk item penilaian Koordinasi dengan masyarakat yang mana
responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang
menyatakan baik berjumlah 15 Tresponden; atau 33% dengan alasan, dalam
pelaksanaan tugas camat dalam penangan penyakit masyarakat Prostitusi sudah
Koordinasi dengan masyarakat terkait adanya Prostitusi di Kecamatan Pangkalan
Lesung. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 25
responden atau 55% dengan alasan, Koordinasi dengan masyarakat dalam
penaganan Prostitusi sudah terlaksana dimana masyarakat® menyampaiakan
adanya Prostitusi dikarenakan meresakan masyarakat akan tetapi koordinasi yang
terlaksana hanya sekedarnya-saja melainkan camat terlihat belum tanggap dalam
menerima himbauan dari masyarakat sehingga masih ditemuinya Prostitusi yang
berdiri begitu saja sehingga meresahkan warga masyarakat setempat. Selanjutnya
responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 5 responden atau 11% dengan
alasan, Dalam Koordinasi camat.dengan masyarakat dalam penanganan Prostitusi
dinilai blum berlangsung dengan baik hal ini dapat diketahui bahwa camat hanya
melakukan koordinasi saja melainkan tidak adanya tindakan yang tegas dalam
penaganan Prostitusi sehingga meresahkan warga masyarakat setempat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban
responden penelitian mengenai Kecukupan melalui Pelaksanaan Tugas Camat

Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung



Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 25 atau
55%  dengan alasan, pelaksanaan tugas camat sudah terlaksana dengan
bekerjasama dengan bawahan dalam penanganan Prostitusi serta melakukan
koordinasi dengan satpol pp..serta polsek.setempat dan koorinasi dengan
masyarakat. Hal ‘ini Camat terlihat belum memiliki kemampuan tegas dalam
penaganan Prestitusi dimana .masih‘adanya /Prostitusi berdir seharusnya camat
dalam melaksanakan tugas dapat mengarahkan satpol pp dan masyarakat dalam
penangan Prostitusi. Hal inilah dinilai camat belum memiliki kemampuan dalam
penaganan Prostitusi dikarenakan adanya unsure kedekkatan kepemilikan
Prostitusi terhadap camat. Hal didapatkan dari hasil tanggapan responden yang
menanyakkan, ~Kerjasama camat dengan bawahan, Koordinasi dengan pihak
keamanan,Koordinasi dengan masyarakat.

Berikut hasil wawaneara dengan Camat pangkalan Lesung Bapak Adnan
terkait Kecukupan pelaksanaan tugas camat pada tanggal 03 Oktober 2017
menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini"dalam penganan prostitusi saya sudah bekerjasama dengan
bawahan saya dalam penangannya serta bekoordinasi dengan satpol pp,
polsek setempat dan bekoordinasi dengan masyarakat, meskipun sejauh ini
koordinasi yang kami lakukan belum terlaksana dengan baik dikarenakan
waktu yang terbatas untuk turun ketegah masyarakat dan tidak adanya
himbauan secara luas oleh masyarakat terkait dengan adanya Prostitusi
sehingga masih adanya Prostitusi yang berdiri, akan tetapi saya selalu
besikap tegas apabila ada Prostitusi saya langsung memberikan teguran
penutupan.....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan
Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan

Pangkalan Lesung Kabupaten Bahwa hasil kusioner menunjukkan Camat terlihat
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belum memiliki kemampuan tegas dalam penaganan Prostitusi dimana masih
adanya Prostitusi berdir seharusnya camat dalam melaksanakan tugas dapat

mengarahkan satpol pp dan masyarakat dalam penangan Prostitusi. Begitu juga

menganalisa bagaimana Tuga Dalam  Penanggulangan Penyakit

Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Adapun
unsur pertanyaan yang meliputi indikator Perataan pelayanan yang terlaksana
yaitu :

a. Ketentraman

b. Penertiban



Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas
Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan
Lesung Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :
Tabel V.7. Jawaban Responden Mengenai-Indikator Perataan Berdasarkan

Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten

Pelalawan.

No Item Penilaian Katagorj.Penilaian Jumlah
Terlak Cukup Kurang
sana | Terlaksana @ Terlaksana

1 Ketentraman 1l -l 7 45
(37%) (47%) (15%)

2 | Penertiban 7 25 L3 45
(16%) (54%) (28%)

Jumlah 24 46 20 135

Rata-rata 12 23 10 45

Persentase 27% 51% 22% 100%

Sumber : Olahan data penelitian, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Perataan dalam
item penilaian Ketentraman,-responden: penelitian Pelaksanaan Tugas Camat
Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan dimana responden yang menyatakan baik sebanyak 17
responden atau 37%  dengan alasan, Ketentaraman di masyarakat yang
dilaksanakan camat dengan Penanganan penyakit masyarakat Prostitusi di
Kecamatan Pangkalan Lesung melalui tugas camat suda terlaksana dengan camat
turun langsung kelapangan dalam pemberian himbauan terkait penutupan
portisusi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 21
responden atau 47% dengan alasan, Ketentaraman di masyaraka dalam
penanganan Prostitusi berdarkan tugas camat langsung kelokasi Prostitusi suda

cukup terlaksana akan tetapi penaganan yang dilaksanakan belum secara merata
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ditertibkan melainkan masih adanya lokasi potitusi yang masih saja berdiri.
Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 7 responden atau

15 % dengan alasan Ketentaraman di masyaraka dalam Penanganan lokasi

penelitian | Pe an 4 3 angan Penyakit
Masyarak amatan F 13 Pelalawan  yang
menyatak aik  be ah 7 resp N atz alasan, Penertiban
yang dilaks :
dengan berkoordinasi Sl A sterkaitan adanya

Prostitusi. Se . p baik sebanyak 25

“““ elainkan hanya menerima
pemberitahuan saja. Selanjutnye yang menyatakan cukup terlaksana
sebanyak 13 responden atau 28 % dengan alasan, Penertiban peyakit masyarakat
Prostitusi melalui pengawasan camat berdasasarkan tugas camat dalam
penyelenggaran keamanan dan keteriban umum ditegah masyarakat belum terlihat

turun dalam pegawasan Prostitusi melainkan hanya menerima pemberitahuan oleh

masyarakat barulah camat melihat dan membrikan tindakan.



Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban
responden penelitian mengenai Kecukupan melalui Pelaksanaan Tugas Camat
Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup.baik, dengan nilai responden 23 atau
51% dengan alasan, pelaksanaan tugas camat dalam penertiban sudah terlaksana
Dalam penyelenggaraan ketertiban dan-keamanan umum di Kecamatan Pangkalan
lensung dengan memberikan himbuan sosialisasi dalam halnya pemberian sanksi
serta penutupan tempat Prostitusi, akan tetapi tugas camat belum memberikan
himbauan menetapkan sanksi tegas terhadap masyarakat yang membuka Prostitusi
sehingga masih ditemuinya adanya Prostitusi berdiri begitu saja. Hal didapatkan
dari hasil tanggapan responden yang menanyakkan, Penanganan lokasi Prostitusi,
Pemberian Himbauan, Sosialisasi penanggulangan Prostitusi.

Berikut hasil wawaneara dengan Camat pangkalan Lesung Bapak Adnan
dalam efektivitas pelaksanaan tugas camat pada tanggal 03 Oktober 2017
menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini dalam penertiban dan keamanan yang saya lakukan terutama
dalam penaganan - penyakit masyarakat saya sudah melaksanakan
sosialisasi, himbauan sanksi dan.penutupan serta melaksanakan koordinasi
dengan pihak satpol pp polsek setempat sampai dengan masyarakat
sehingga apabila ada himbauan dari masyarakat saya langsung turun
kelapangan dan melakukan penutupan serta sanksi yang tegas meskipun
secara luas tidak dapat setiap saat untuk mengawai tetapi saya selalu
meminta laporan dari masyarakat maupun pihak keamanan diwilaya
Kecamatan....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan
Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil kuesioner bahwa
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pelaksanaan tugas camat belum secara merata dalam melaksanakan ketertiban dan
keamanan umum di Kecamatan Pangkalan lensung melainkan hanya memberikan

himbuan sosialisasi sanksi serta penutupan tempat Prostitusi. Begitu juga hasil

ara merata.
Sehingga at dikatakan pe - al; Yenanggulangan

Penyakit Masya <eca 1 bupaten Pelalawan

melaksanakan
mengembangka oo Sesua v ! ang akan dicapai.
Untuk itu ' al gas Camat Dalam
Kabupaten Pelalawa s : meliputi indikator
a. Penyuluhan.
b. Pembinaan pemilik lokasi Prostitusi.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas

Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan

Lesung Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :



Tabel V.8. Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsivitas
Berdasarkan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan
Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

No Item Penilaian Katagori Penilaian Jumlah
Baik Cukup Kurang
Baik Baik
1 | Penyuluhan. 123 23 10 45
(26%0) (51%) (179%)
2 | Pembinaan pemilik 9 25 14 45
lokasi Prostitusi. (20%) (54%) (28%)
Jumlah 33 76 26 138
Rata-rata 11 25 9 45
Persentase 24% 56% 20% 100%

Sumber : Olahan data penelitian, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Responsivitas
dalam item penilaian Ketentraman, responden penelitian Pelaksanaan Tugas
Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan
Lesung Kabupaten Pelalawan dimana responden yang menyatakan baik sebanyak
12 responden atau 26% dengan ‘alasan,~Penyuluhan yang dilaksanakan camat
dengan memberikan masukan serta arahan keterkaitan pelarangan mendirikan
Prostitusi. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 23
responden atau 51% dengan alasan, Penyuluhan yang dilaksanakan camat secara
langsung turun ke lokasi Prostitusi-dengan memberikan masukan serta arahan
keterkaitan pelarangan mendirikan Prostitusi akan tetapi penyuluhan yang
diberikan camat belum adanya waktu yang ditetntukan melainkan apabila adanya
warga yang melapor barulah camat turun untuk melakukan penyuluhan.
Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 10 responden

atau 17% dengan alasan, Penyuluhan yang dilaksanakan camat belum adanya




waktu yang ditetapkan melainkan apabila adanya himbauan barulah camat turun
kelokasi Prostitusi sehingga Prostitusi semakin marak berdiri begitu saja.

Kemudian untuk item penilaian Pembinaan pemilik lokasi Prostitusi yang
mana responden.penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan
Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
yang menyatakan baik  berjumiah -9 Fesponden atau 20% dengan alasan,
Pembinaan pemilik lokasi  Prostitusi dilaksanakan™ oleh camat guna agar
kepemilikan Prostitusi tau apa dampak yang ditimbulkannya sehinga Prostitusi
tidak lagi berdiri begitu saja. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup
baik sebanyak 25 responden atau 54% dengan alasan, Pembinaan pemilik lokasi
Prostitusi sudah terlaksana akan tetapi belum secara menyeluru dilakukan
pembinaan dikarenakan biaya anggaran serta letak lokasi Prostitusi sagat jauh dari
pemukiman sehingga akses, yang memerlukan \biaya yang banyak sehingga
Prostitusi masih ditemui di Kecamatan Pangkalan Lesung.. Selanjutnya untuk
responden yang menjawab kurang baik sebanyak 11 responden atau 28% dengan
alasan, Pembinaan pemilik lokasi Prostitusi belum. secara menyeluru dilakukan
pembinaan dan belum adanya jadwal rutin dikarenakan biaya anggaran serta letak
lokasi Prostitusi sagat jauh dari sehingga Prostitusi masih ditemui di Kecamatan
Pangkalan Lesung.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban
responden penelitian mengenai Responsivitas melalui Pelaksanaan Tugas Camat
Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung

Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 25 atau



56% dengan alasan, pelaksanaan tugas camat dalam memberikan penyuluhan dan
pembinaan kepemilikan Prostitusi sudah terlaksana dengan melakukan arahan
keterkaitan larangan Prostitusi serta dampak akibat didirikannya Prostitusi akan
tetapi dalam pelaksanaan® penyuluhan__dan  pembinaan Prostitusi belum
berlangsung baik dikarenakan anggaran yang tidak memadai sehingga tidak
adanya jadwal rutin dalam melaksanakan: penyuluhan dan pembinaan sehingga
masih ditemuinya lokasi Prostitusi yang masih berdiri.begitu saja. Hal ini
didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakkan, Penyuluhan,
Pembinaan pemilik lokasi Prostitusi.

Berikut hasil wawancara dengan Camat pangkalan Lesung Bapak Adnan
dalam Responsivitas pelaksanaan tugas camat pada tanggal .04 Oktober 2017
menjelaskan bahwa :

“...Saya selaku camat Pangkalan lesung, sudah melaksanakan tugas saya
dalam menanggulangi penyakit masyarakat Prostitusi ya sejauh ini saya
suda melaksanakan penyuluhan terkait semakin maraknya Prostitusi di
Kecamatan Pangkalan lesung dan saya memberikan pembinaan terkait
dampak Prostitusi terhadap kepemilikan Prostitusi, meskipun sejauh ini
belum berlangsung baik dikarenakan kurangnya anggaran sehingga
pembinaan yang diberikan hanya sekedarnya saya dan masih ada lokasi
Prostitusi yang belum dapat dijangkau dikarenakan anggaran yang belum
cukup untu menjangkau lokasi tersebut....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan
Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan
Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan melalui Responsivitas terlihat bahwa
hasil kuesioner menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas camat dalam memberikan
penyuluhan dan pembinaan kepemilikan Prostitusi sudah terlaksana dengan

melakukan arahan keterkaitan larangan Prostitusi serta dampak akibat
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didirikannya Prostitusi akan tetapi dalam pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan
Prostitusi belum berlangsung baik. Begitu juga hasil wawancara menunjukkan

bahwa enangan prostitusi belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan

kurangnya angga iberikan belum dapat

St ';5‘

jauh dari

amat Dalam
alan Lesung

engan persentase

meliputi indikator

a. Pencabutan izin usaha yaneg ak Prostitusi.
b. Pembongkaran Lokasi Prostitusi.
c. Memberikan surat peryataan tidak membuka lokasi Prostitusi.
Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Tugas

Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan

Lesung Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel dibawa ini :



Tabel V.9. Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan Berdasarkan
Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten

Pelalawan
No Item Penilaian Katagori Penilaian Jumlah
Baik Baik Baik
1 | Pencabutan izin “usaha 8 27 10 45
yang berdampak | (17%) (60%) (22%)
Prostitusi.
2 | Pembongkaran Lokasi 6 26 18 45
Prostitusi. (13%) (57%) (28%)
3 | Memberikan surat 10 28 / 45
peryataan tidak | (22%) (619%) (16%)
membuka lokasi
Prostitusi
Jumlah 24 81 30 135
Rata-rata 3 27 10 45
Persentase 18% 60% 22% 100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Ketepatan dalam
item penilaian Pencabutan izin usaha yang berdampak Prostitusi, responden
penelitian Pelaksanaan Tugas"/Camat: “Dalam Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Di~ Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dimana
responden yang menyatakan baik sebanyak 8 responden atau 17% dengan alasan,
Pencabutan izin usaha yang berdampak Prostitusi Sejauh ini seudah terlaksana
dimana usaha yang berkedok café maupun tempat penginapan. Selanjutnya untuk
responden yang menjawab cukup baik sebanyak 27 responden atau 60% dengan
alasan, Pencabutan izin usaha yang berdampak Prostitusi seudah berlangsung
akan tetapi camat dinilai belum dapat menetapkan pencabutan secara tegas
dikarenakan camat dinilai adanya unsur kedekatan sehingga pencabutan izin usaha
terhadap usaha yang tidak adanya hubungan dengan camat. Selanjutnya untuk

responden yang menjawab kurang baik sebanyak 10 responden atau 22% dengan




alasan, Pencabutan izin usaha yang berdampak Prostitusi belum berlangsung
secara merata dikarenakan masih ada sebagaian lokasi Prostitusi adanya unsur
kedekatan sehingga usaha tersebut berdiri seperti biasa.

Kemudian«untuk item-penilaian Pembongkaran Lekasi Prostitusi yang
mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Penanggulangan
Penyakit Masyarakat Di Kecamatan ‘Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan
dimana responden yang menyatakan baik berjumlah 6 responden atau 13%
dengan alasan, Pembongkaran Lokasi Prostitusi yang di laksanakan melalui camat
Pangkalan Lesung sudah terlaksana terutama lokasi Prostitusi dipinggiran jalan
umum. Selanjutnya untuk responden yang menjawab. cukup baik sebanyak 26
responden atau” 57% dengan alasan, Pembongkaran  Lokasi- Prostitusi sudah
dilakukan camat dengan bekoordinas dengan satpol pp serta polsek setempat akan
tetapi pembongkaran yang terjadi belum secara menyelu terlaksana hal ini dilihat
masih ada Prostitusi yang berdiri dipinggiran jalan umum. Hal ini dikarenakan
camat belum dapat melaksanakan tugas dengan optimal sehingga adanya
kelonggaran bagi kepemilikan Prostitusi berdiri begitu saja. Selanjutnya untuk
responden yang menjawab kurang baik sebanyak 10 responden atau 22% dengan
alasan, Pembongkaran Lokasi Prostitusi belum dirasakan oleh warga tercapai hal
ini terlihat masih banyak Prostitusi yang berdiri yang mengatas namakan café
remang-remang.

Kemudian untuk item Memberikan surat peryataan tidak membuka lokasi
Prostitusi yang mana responden penelitian Pelaksanaan Tugas Camat Dalam

Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung



Kabupaten Pelalawan yang menyatakan baik berjumlah 10 responden atau 22%
dengan alasan, dalam pelaksanaan ketentaram terhindarnya dari penyakit
masyarakat Prostitusi dimana camat telah Memberikan surat peryataan tidak
membuka lokasi.Prostitusi bagi.kepemilikan.Prostitusi yang ada di Kecamatan
Pangkalan Lesung. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik
sebanyak 28  responden atau-61%: dengan; alasan, Sejauh 'ini Camat telah
memberikan™ surat. peryataan tidak membuka lokasi . Prostitusi akan tetapi
kepemilikan Prostitusi hanya sekedar menerima surat peryataan semata melainkan
lokasi Prostitusi masih berdiri begitu saja yang Seharusnya camat dapat
mengambil Kkebijakan apabila lokasi Prostitusi masih berdiri begitu saja.
Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 7 responden
atau 16% dengan alasan, Kebijakan camat melalui pemberian surat peryataan
tidak membuka lokasi Prostitusi bagi kepemilikan Prostitusi masih belum
berlangsung baik dimana masih banyak kepemilikan lokasi Prostitusi tidak
menghirauakan surat penytaan tersebut yang seharusnya camat dapat menutup
lokasi Prostitusi.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban
responden penelitian mengenai Ketepatan melalui Pelaksanaan Tugas Camat
Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan dalam katagori cukup baik, dengan nilai responden 27 atau
60% dengan alasan, dalam pelaksanaan tugas camat dalam penanganan penyakit
masyarakat dengan melakukan pencabutan izin usaha yang memiliki dampak

adanya Prostitusi serta memberikan surat peryataan tidak membuka Prostitusi dan



pembongkaran terhadap lokasi Prostitusi akan tetapi dalam kenyataannya masih
banyak Prostitusi yang berdiri dikarena ketegasan camat dinilai masih belum
memberikan komitmen kerja yang optimal sehingga lokasi berdiri begitu saja
tanpa adanya rasa takut dan.kahwatir dari-dampak yang ditimbulkan. Hal
didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakkan, Pencabutan izin
usaha yang berdampak Prostitust, Pembongkaran Lokasi Prostitusi, Memberikan
surat peryataan tidak membuka lokasi Prostitusi.

Berikut hasil wawancara dengan Camat pangkalan Lesung Bapak Adnan
dalam Ketepatan pelaksanaan tugas camat pada tanggal 03 Oktober 2017
menjelaskan bahwa :

“...Sejauh ini saya sudah memberikan pencabutan izin-usaha bagi usaha
yang memiliki dampak  Proestitusi-seperti café dan wisma, melakukan
Pembongkaran Lokasi Prostitusi, Serta Memberikan surat peryataan tidak
membuka" lokasi Prostitusi dengan tujuan agar lokasi Prostitusi tidak
berdiri begitu saja, ‘meskipun sejauh iniumasih adanya Prostitusi berdiri
dikarenakan  Prostitusi tersebut tertutup sehingga masyarakat tidak
mengetahui secara luas melainkan orang-orang tertentu, tetapi saya selalu
berkoordinasi- dengan satpol pp serta polsek setempat dalam
penangannnya.....”

Dari observasi yang penulis lakukandapat diketahui bahwa pelaksanaan
Tugas Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan
Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan melalui Ketepatan terlihat bahwa hasil
kuesioner menunjukkan pelaksanaan tugas camat dalam pelaksanaan penanganan
penyakit masyarakat dengan melakukan pencabutan izin usaha yang memiliki
dampak adanya Prostitusi serta memberikan surat peryataan tidak membuka
Prostitusi dan pembongkaran terhadap lokasi Prostitusi. Begitu juga hasil

wawancara menunjukkan bahwa camat dalam penangan prostitusi sudah
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melakukan penutupan akan tetapi masih banyak Prostitusi yang berdiri akan tetapi
camat sudah memberikan surat teguran sampai dengan penutupan sehingga lokasi

prostitusi berdiri begitu saja tanpa adanya rasa takut dan kahwatir dari dampak

Lesung

persentase

AWt

E‘Eﬁl\\ﬁ\a‘

b

an yang mana
bertujuan onden penelitian
maka dibu
tabel dibawze

Tabel V.10 Pelaksanaan

enyakit Masyarakat Di
Pel, awan.

No Jumlah

1 Efektivitas 45
(18%)

2 | Efisiensi 8 45
(18%)

3 | Kecukupan 8 45
0% (77%) (18%)

4 Perataan 12 25 5 45
(26%0) (54%) (20%0)

5 | Responsivitas 11 23 10 45
(24%) (51%0) (22%)

6 | Ketepatan 11 25 9 45
(24%) (56%0) (20%0)

Jumlah 64 163 50 270

Rata-rata 10 27 8 45

Persentase 22% 60%0 18% 100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2017
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Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Pelaksanaan Tugas

Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan

Lesung Kabupaten Pelalawan dalam Memberi Efektivitas yang menjawab baik 9

Kabupaten Pelalawan, yang menjawab terlaksana 12 atau 26%, Selanjutnya untuk
jawaban cukup terlaksana 25 atau 54%, dan responden yang menjawab kurang
terlaksana sebanyak 5 atau 20%.

Untuk indikator kelima yaitu Responsivitas dalam Pelaksanaan Tugas
Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan

Lesung Kabupaten Pelalawan, yang menjawab terlaksana 11 atau 24%,



Selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 25 atau 56%, dan responden yang
menjawab kurang terlaksana sebanyak 9 atau 20%.

Untuk indikator keenam yaitu Ketepatan dalam Pelaksanaan Tugas Camat
Dalam Penanggulangan Penyakit_Masyarakat-Di Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan, yang menjawab terlaksana 11 atau 24%, Selanjutnya untuk
jawaban cukup terlaksana 25. atau | 56%, “dan; responden yang menjawab kurang
terlaksana sebanyak 9 atau 20%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlinat bahwa untuk responden yang
menjawab baik dengan rata-rata 10 orang atau persentase 22%, selanjutnya untuk
responden yang menjawab cukup baik dengan rata-rata 27 orang atau persentase
60%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik 8 orang atau 18%,
sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan mengenai Pelaksanaan Tugas Camat
Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Diy Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan dinyatakan cukup baik, yang didapatkan dari keseluruhan
jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 27 orang atau persentase
60%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis.tentukan sebelumnya yaitu
dalam rentang antara 34%-66% maka. Pelaksanaan Tugas Camat Dalam
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan Lesung
Kabupaten Pelalawan dalam kata gori cukup baik.

Adapun hasil observasi yang penulis lakukan iyalah mengenai Tugas
Camat Dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kecamatan Pangkalan

Lesung Kabupaten Pelalawan Melalui indikator sebagai berikut :
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1. Efektivitas

Sejauh ini dalam penanganan penyakit masyarakat yaitu Prostitusi sudah

melaksanakan sosialisasi, himbauan sampai dengan memberikan sanksi dan

Sejauh ini dalam penganan prostitusi camtat sudah bekerjasama dengan
bawahan dalam penangannya serta bekoordinasi dengan satpol pp, polsek
setempat dan bekoordinasi dengan masyarakat, sejauh ini koordinasi yang
dilakukan belum terlaksana dengan baik dikarenakan waktu yang terbatas untuk
turun ketegah masyarakat dan tidak adanya himbauan secara luas oleh masyarakat

terkait dengan adanya Prostitusi sehingga masih adanya Prostitusi yang berdiri,
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akan tetapi camat selalu besikap tegas apabila ada Prostitusi saya langsung
memberikan teguran penutupan.

4. Perataan

satpol pp

himbauan

untu menjangkau lokasi tersebut.
6. Ketepatan

Sejauh ini camat sudah memberikan pencabutan izin usaha bagi usaha
yang memiliki dampak Prostitusi seperti café dan wisma, melakukan
Pembongkaran Lokasi Prostitusi, Serta Memberikan surat peryataan tidak

membuka lokasi Prostitusi dengan tujuan agar lokasi Prostitusi tidak berdiri lagi,
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meskipun sejauh ini masih adanya Prostitusi berdiri dikarenakan Prostitusi
tersebut tertutup sehingga masyarakat tidak mengetahui secara luas melainkan

orang-orang tertentu.

Pelaksanaan

Tugas Cama 3 nanggL : ; 3 i Kecamatan

3. Camat belum dapat melakuka abutan izin usaha bagi usaha yang
memiliki dampak Prostitusi seperti café dan wisma, serta memberikan surat
peryataan tidak membuka lokasi Prostitusi dengan tujuan agar lokasi Prostitusi
tidak berdiri begitu saja yang berkedok café maupun wisma.

4. Camat belum memberikan pembinaan terkait dampak Prostitusi terhadap

kepemilikan Prostitusi, dikarenakan kurangnya anggaran sehingga pembinaan

yang diberikan hanya sekedarnya saja.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

. Camat belum dapat melakukan pencabutan izin usaha bagi usaha yang
memiliki dampak Prostitusi seperti café dan wisma, serta memberikan
surat peryataan tidak membuka lokasi Prostitusi dengan tujuan agar
lokasi Prostitusi tidak berdiri begitu saja yang berkedok café maupun

wisma.
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. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah :

. Camat dalam melaksanakan tugasnya agar lebih maksimal dalam
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